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Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang menjadi wadah bagi seluruh warga
negara untuk berkontribusi dalam proses politik dan kepemimpinan nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan perihal Pemilihan Umum, pemilu merupakan wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam menentukan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Proses
pemilihan tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh wilayah
NKRI.Pelaksanaan pemilu seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran tanpa adanya
pelanggaran atau tindakan yang dapat merusak integritas demokrasi. Namun demikian, realitas di lapangan
menunjukkan bahwa berbagai kekeliruan dan penyimpangan masih kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu, yang
berpotensi mengancam stabilitas dan legitimasi proses demokratis tersebut. Pemilihan umum, yang diselenggarakan
olen Komisi Pemilihan Umum, mencakup pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD [1]. Badan Pengawasan
Pemilihan Umum, yang lebih dikenal dengan sebutan Bawaslu, merupakan salah satu lembaga negara independen di
Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan pemilihan umum.
Bawaslu Kota Surabaya adalah lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan
pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Surabaya [5]. Sebagai bagian dari struktur Bawaslu Republik Indonesia,
Bawaslu Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilu dan pilkada di Kota Surabaya ini berjalan
secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

’\.‘.\. i i .
UMSI[D @ www.umsida.ac.id umsidal912 ¥ umsidal912 f ;@}E}Eﬁi’idiyah © umsida1912



Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis untuk
menggambarkan fenomena secara mendalam dan sistematis. Penelitian kualitatif tidak terstruktur dan tidak dapat
digeneralisasikan. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara yang bermanfaat untuk
melihat kondisi objek alamiah [13]. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaaan
sebenarnya di lapangan. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang
sebenarnya mengenai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.

Fokus penelitian ini yaitu pada Strategi1Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.

Teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt, et all digunakan sebagai ukuran dengan indikator menentukan arah
strategis, mengelola sumber daya, mempertahankan budaya organisasi, menekankan etika, dan kontrol organisasi [14].
Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di institusi Bawaslu Kota Surabaya. Teknik penentuan sampel menggunakan
purposive sampling dimana merupakan teknik penentu sampel dengan melalui pertimbangan tertentu. Informan yang
terlibat diantaranya Kabid Pencegahan Pelanggaran, Staff Pencegahan Pelanggaran, Masyarakat.
Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil
dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data
primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan bidang penelitian yang dipilih sebagai
sampel atau responden. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, serta berita acara Bawaslu Kota Surabaya.
Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi
proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan
interpretasi yang komprehensif [15].
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Hasil dan Pembahasan

A. Menentukan Arah Strategis

Hasil penelitian ini terlihat bahwa Bawaslu Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dalam rangka
mengantisipasi pelanggaran terhadap kode etik yang melibatkan partisipasi aktif dari jajaran penyelenggara serta
pengawas pemilihan umum, sekaligus menyelenggarakan pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat
RT/RW Kelurahan Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo. Dengan mengimplementasikan arah strategis yang
telah dilakukan seperti hasil wawancara diatas, pemimpin Bawaslu Kota Surabaya dapat membangun organisasi
yang lebih berintegritas, profesional, dan mampu menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan optimal,
sehingga demokrasi di Indonesia khususnya di Bawaslu Kota Surabaya semakin kuat.

B. Mengelola Sumber Daya

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengadakan rapat koordinasi dengan
panwascam untuk menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode
etik.

C. Mempertahankan Budaya Organisasi

Hasil penelitian pada Indikator mempertahankan budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa Masyarakat melihat
para komisioner Bawaslu dan pengawas di lapangan berusaha menunjukkan sikap netral, tegas, dan berpegang
pada aturan.
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Hasil dan Pembahasan

D. Menekankan Etika

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki mekanisme pemeriksaan internal. Jika ada dugaan
pelanggaran etik yang lebih berat, biasanya dibentuk tim untuk memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum
menentukan sanksi. Bawaslu Kota Surabaya juga menyebutkan bahwa pelanggaran etik berat, seperti
ketidaknetralan yang merugikan peserta pemilu tertentu atau penyalahgunaan wewenang, bisa dibawa ke DKPP
untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dianggap menunjukkan keseriusan Bawaslu menjaga integritas.

E. Kontrol Organisasi

hasil penelitian pada indikator kontrol organisasi menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat
kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun anggota Bawaslu Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan adanya
laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya
kontrol mekanisme yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya dan SOP yang diterapkan belum berjalan dengan apa
yang diharapkan.

R iversi ;
UMSI@ @ www.umsida.ac.id umsidal912 ¥ umsidal912 f ;r’ri\}:l:a:a;ns;ﬁgdayah © umsida1912



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah pelanggaran kode etik mencakup
penentuan arah strategis, pengelolaan sumber daya,pemeliharaan budaya organisasi, penekanan pada etika, dan
kontrol organisasi, yang secara umum bertujuan memperkuat integritas dan profesionalisme pengawasan pemilu.
Meskipun telah memanfaatkan kolaborasi dengan panitia pengawas kecamatan dan menerapkan mekanisme
pemeriksaan internal hingga pelimpahan kasus berat ke DKPP, tantangan masih muncul pada terganggunya
budaya organisasi akibat pelanggaran internal serta lemahnya komitmen dalam menindaklanjuti laporan. Oleh
karena itu, diperlukan evaluasi transparan terhadap kinerja dan integritas pegawai, optimalisasi sistem kontrol dan
pengawasan internal, serta konsistensi penerapan standar etika agar tujuan kelembagaan dapat tercapai
secara maksimal.
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TERIMA KASIH
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